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ABSTRAK

Sengketa tanah wakaf terjadi di tanah wakaf Masjid Baitul Qudus Jalan
Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang. Alm.
Nurhadi (pewakif) warga Genuk Sari memiliki tanah seluas 3253 m? tercatat
dalam buku hak tanah nomor 001/25/X1 Tahun 1985. Wakif mewakafkan
tanahnya kepada Nazhir desa yang bernama Alm. H. Moch Cholil yang sekarang
ini diteruskan oleh anaknya yang bernama Abdul Latif. Sesuai untuk
peruntukannya didalam akta ikrar wakaf, tanah dari Nurhadi (pewakif) diberikan
untuk dibangun sebuah Masjid, pada kenyataannya di atas tanah wakaf tersebut
didirikan juga sebuah madrasah yang bernaung atas nama Yayasan Amal Sholeh.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak
yang terkait dengan tema penelitian ini, khususnya ahli waris Nazhir dan pihak
Yayasan Amal Sholeh. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa sertifikat bukti
tanda hak milik, pendaftaran peralihan hak, gambar situasi (surat ukur), salinan
akta pengganti akta ikrar wakaf, surat pengesahan nazhir, surat somasi. Analisis
data dalam penelitian ini, penulis meggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan, sengketa tanah wakaf Masjid Baitul
Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk, yang
ditempuh menggunakan jalur mediasi sejauh ini belum efektif, dikarenakan
struktur hukumnya yang tidak terampil dalam menjadi mediator, substansi
hukumnya dalam UU No. 30 Th. 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, dijelaskan apabila dalam waktu paling lama 14 hari mediasi dengan
bantuan mediator tidak berhasil, maka para pihak dapat menghubungi lembaga
alternatif penyelesaian sengketa dengan menunjuk seorang mediator. Tetapi,
sampai batas waktu tersebut ahli waris Nazhir dan Pihak Yayasan Amal Sholeh
tidak menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Kultur hukumnya,
ahli waris Nazhir dan Yayasan Amal Sholeh yang terlalu mengedepankan
musyawarah dan mengesampingkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa
dengan alasan agar tidak memakan biaya, hal itulah yang justru membuat mediasi
tidak efektif. Penghambat dari efektivitas mediasi sengketa tanah wakaf Masjid
Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: a) tingkat perkara yang
rumit; b) motivasi rendah untuk mencapai persetujuan; c¢) komitmen rendah atau
salah satu pihak tidak beritikad baik; d) aspek biaya atau kurangnya sumber daya;
e) sengketa berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar atau ideologis; f) tidak
seimbangnya kekuatan para pihak; g) mediator tidak terampil; h) ruang pertemuan
mediasi yang tidak mendukung; i) efesiensi waktu

Kata Kunci: Sengketa Wakaf, Mediasi, Efektivitas
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaanya dilakukan
dengan cara menahan pokoknya (tahbis al-ashli) dan mendermakan hasil atau
manfaatnya kepada masyarakat (tasbil al-tsamrah). Yang di maksud
“menahan pokok” ialah menahan barang yang diwakafkan dari berbagai
transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, hibah, waris dan
sebagainya. Sedangkan cara penggunaan atau pemanfaatannya diorientasikan
pada sektor-sektor kebajikan dan maslahat sesuai dengan kehendak wakaf
yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan.*

Seiring perkembangan zaman fungsi wakaf semakin luas, timbul
tuntutan adanya sebuah lembaga yang mengurus wakaf secara khusus. Ketika
wakaf dipandang sebagai amal sukarela (voluntary) dan memiliki akses
terbatas, pengelolaanya diserahkan kepada penerima wakaf (mauquf ‘alaih)
atau kepada orang yang ditunjuk oleh pewakaf (washiy/munaffadz al-
washiyah), tetapi setelah akses wakaf bertambah luas dan timbul
permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penyimpangan wakaf, maka
pengelolaanya diintervensi oleh pemerintah. Dengan demikian wakaf yang
semula merupakan hukum privat berubah menjadi hukum publik.

Wakaf di Indonesia dipandang sebagai institusi kemaslahatan orang

banyak semenjak zaman colonial telah diatur oleh pemerintah. Paska

! Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), Kementerian Agama
RI, 2010, Cet ke-1, him. 2



kemerdekaan, perwakafan mulai diatur sejak lahirnya UU No.5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan
UUPA, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahir Inpres No 1 Tahun
1991 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam, dan terakhir
UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lahirnya peraturan perundang-
undangan tersebut bertujuan masih melegalkan institusi wakaf agar memiliki
kepastian hukum.?

Dasar hukum wakaf seperti Al-qur’an surat Ali Imron ayat 92

w‘}.lc 4 AEJTZ)L; ;ngu.a ‘)M_..; LA) \_J)Aﬁ- LA.A | /"“ “_z:;-}/jTl)JCS/uJ/

Artinya : kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan

apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah
mengetahuinya.*(QS. Ali Imron : 92).

Selanjutnya firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 97

:».é.::j;;:.] “// w&}i}b)&‘)‘éjwwwg
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Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya
akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih

baik dari apa yang telah mereka kerjakan.* (QS. An-Nahl : 97)

Dasar hukum dari hadits Ibn Umar r.a., yang menerangkan bahwa:

?Ibid him. 3

® Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang: Diponegoro,
2003, him. 49

* Ibid, him. 222
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“Umar r.a. memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia menghadap Nabi
Saw. Untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. la berkata, “wahai
Rasulullah, aku memperoleh tanah yang lebih baik dari padanya .” Beliau
bersabda, Jika engkau mau, wakafkanlah pohonya dan sedekahkanlah hasil
(buah-nya.” Ibnu Umar r.a. berkata, “Lalu Umar r.a. mewakafkannya
dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan.
Hasilnya disedekahkan kepada kaum kafir, kaum kerabat, para hamba
sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan
tamu. Pengelolalanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi
makan sahabatnya yang tidak berharta.”” (HR Al-Bukhari dan Muslim,
sedangkan redaksinya berdasarkan riwayat Muslim. Menurut riwayat Al-
Bukhari,

o 35 iy 05 o Y 5 gl ralialy Gaas

“la mewakafkan pohonya dengan syarat tidak boleh dijual dan diberikan,
tetapi disedekahkan buahnya. ”)6

Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 menjelaskan tentang tata cara
perwakafan yaitu:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar
wakaf.

2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap
sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

saksi.

® Ibn Hajar Al-asqalani, Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Figih,
Akhal, dan Keutamaan Amal, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim, Bandung: Khazanah, 2013, Edisi
Il, Cet. ke-2, him. 378

® Ibid



4. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang
mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut
dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

a. ada bukti pemilikan harta benda.

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus
disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat
setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak
dimaksud.

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda
tidak bergerak yang bersangkutan.’

d. Setelah ikrar wakaf dilaksanakan dan dituangkan dalam Akta Ikrar
Wakaf langkah berikutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 224 sebagai berikut:

Setelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223
ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas hama
Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada
Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna
menjaga keutuhan dan kelestarian.®

Dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 32 sampai 35
menjelaskan tentang pendaftaran dan pengumuman benda wakaf, yaitu:

Pasal 32 : PPAIW atas nama Nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada

instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
akta ikrar wakaf ditandatangani.

" Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 223, ayat (1)
® Ibid, ayat (3) dan (4)



Pasal 33 : Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud
pasal 32, PPAIW menyerahkan:
a. salinan akta ikrar wakaf
b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen
terkait lainnya.

Pasal 34: Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda
wakaf.

Pasal 35 : Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud
pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazir.’

Dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
diharapkan mampu menjawab atau menyelesaikan setiap permasalahan yang
berhubungan sengketa wakaf. Dalam hal ini seperti permasalahan sengketa
tanah wakaf yang terjadi di daerah Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari
Kecamatan Genuk Kota Semarang.

UU No 41 Tahun 2004 mengatur tentang perwakafan Pasal 62 yang
berbunyi:  “Penyelesaiaan  sengketa perwakafan ditempuh melalui
musyawarah untuk mencapai mufakat. Tapi kalau tidak berhasil sengketa
dapat diselesaikan melalui Mediasi, Arbitrase atau Pengadilan.”*® Kemudian
yang dimaksud dengan Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan
pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh pihak yang bersengketa. Dalam
hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut

dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Kemudian manakala badan

? Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 32-35
19 |bid, pasal 62, ayat (2)



arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa
tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Agama dan atau Mahkamah Syariah.**

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan
“Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam,
di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat;
g. Infaq; h. Shadaqah, dan; i. Ekonomi Syauri’ah.12

Mengenai teknis dan tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan
Agama, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku. Kemudian Pasal 229
Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan
perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan
sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga
putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.*®

Makna damai tidak hanya ditemukan dari kata Islam sebagai nama
agama, tetapi juga ditemukan dari misi totalitas ajaran Islam, yaitu

menebarkan rahmat dan mewujudkan damai bagi seluruh alam. Dalam Al-

qur’an surat al-Anbiya’ ayat 107 Allah berfirman :

! satria Effendi, dkk, Arbitrase Islam di Indonesia, Panembrama Batanghari: Jakarta,
1994, him. 121

12 |_ijhat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 49,
ayat (1)

3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 229



Artinya : “tidak Kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi
rahmat bagi sekalian alam”. ** ( QS. Al-Anbiya’: 107)

Ayat ini mengungkapkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad
melalui risalah Islam bertujuan mewujudkan damai, menyelesaikan
konflik/sengketa dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang senantiasa
membangun dan menciptakan damai (peace-maker).*®

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ¢ Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertahanan Nasional
yang antara lain, mengatakan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik pada Badan Pertahanan Nasional
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesaiaan masalah,
sengketa, dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan
lainnya. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006
memperlihatkan kebijakan pemerintah untuk menggunakan mediasi sebagai
salah satu cara untuk penyelesaiaan sengketa pertanahan. Sebelum keluarnya
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006, pendekatan musyawarah mufakat
pada dasarnya merupakan salah satu cara penyelesaiaan sengketa pertanahan.
Namun, penggunaan istilah mediasi baru secara eksplisit dituangkan dalam
Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006. Hal ini tidak terlepas dari gejala
semakin populernya istilah mediasi dalam lingkup ilmu hukum dan para

pembuat kebijakan maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

 Departemen Agama RI, op.cit, him. 257
> Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, Jakarta: Kencana, 2011, Cet. ke-2, him. 123



Tidak ada ketentuan hukum yang rinci tentang penggunaan mediasi dalam
konteks sengketa pertanahan.®

Namun demikian, wakaf adalah instrumen penting dalam Islam
yang berfungsi tidak hanya untuk amal jariyah secara pribadi, tetapi juga
berdimensi sosial. Dalam terapannya terjadi pergeseran kepemilikan pribadi
menuju kepemilikan Allah SWT vyang diharapkan bersifat abadi dan
memberikan manfaat secara berkelanjutan. Hal ini tampak dalam kasus
sengketa wakaf di Masjid Baitul Qudus Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk
Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang. Sengketa wakaf tersebut terjadi di
tanah wakaf Masjid Baitul Qudus Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari
Kecamatan Genuk Kota Semarang. Awalnya, Alm. Nurhadi (pewakif) warga
Genuk Sari ini memiliki tanah seluas 3253 m? dan sudah tercatat dalam buku
hak tanah nomor 001/25/X1 Tahun 1985.

Wakif mewakafkan tanahnya kepada Nazhir desa yang bernama
Alm. H. Moch Cholil yang sekarang ini diteruskan oleh anaknya yang
bernama Abdul Latif. Sesuai untuk peruntukannya di dalam akta ikrar wakaf,
tanah dari Nurhadi (pewakif) diberikan untuk dibangun sebuah Masjid,
namun pada kenyataannya di atas tanah wakaf tersebut didirikan juga sebuah
sekolahan madrasah yang bernaung atas nama Yayasan Amal Sholeh. Atas
perbuatan tersebut kemudian Nazhir mempermasalahkan tanah wakaf tersebut
karena akta ikrar wakaf yang seharusnya hanya didirikan untuk bangunan

Masjid namun kenyataannya didirikan juga sebuah bangunan madrasah.

1® Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaiaan Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Cet. ke-1, him. 66-67



Berdasarkan sengketa wakaf ini dari pihak Nazhir membawa kasus
ini melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) yang diselesaikan dengan
cara mediasi.'’ Dalam mediasi kasus ini di lakukan oleh pihak madrasah
dengan Nazhir yang ditengahi oleh Mediator yang dianggap membidangi
dalam sengketa tanah wakaf. Mediasi yang dilakukan ini belum menemukan
titik temu karena masing-masing pihak yang sama-sama bersikap keras
mempertahankan apa yang menjadi haknya masing-masing. Oleh karenanya,
penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh yang penulis susun dalam bentuk
skripsi. Adapun judul yang diangkat adalah EFEKTIVITAS MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF (Studi Kasus Tanah
Wakaf Masjid Baitul Qudus Di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk
Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat
merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. sejauhmana efektivitas mediasi sengketa tanah wakaf Masjid Baitul
Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk
Kota Semarang ?

2. apa faktor-faktor yang menghambat efektivitas mediasi dalam
penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan

Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang ?

" Wawancara dengan Bapak Abdul latif (Ahli Waris Nazhir) pada tanggal 15 Maret
2017 pukul 09.00
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui sejauhmana efektivitas mediasi sengketa tanah
wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk
Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas mediasi
sengketa tanah wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom
Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang.

2. Adapun Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh
pengetahuan, solusi dari permasalahan tanah wakaf Masjid Baitul Qudus

di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk Kota

Semarang.

D. Telaah Pustaka

Penulisan ini berdasarkan penelitian yang ditemukan di lapangan
terkait sengketa tanah wakaf di Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom
Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk Kota Semarang. Berdasarkan kajian
yang telah penulis temukan baik di skripsi, buku-buku maupun jurnal, belum
ada pembahasan skripsi mengenai hal tersebut. Demi menunjang penulisan
skripsi ini maka penulis menemukan beberapa literatur sebagai berikut :
1. Skripsi karya Nur Khayatun Nufus dengan judul Perubahan Status Harta

Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal

40) membahas mengenai perubahan status harta benda wakaf menurut

Undang-Undang dan para ulama figh. Dengan adanya Undang-Undang
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No 41 Tahun 2004 yang membahas masalah wakaf banyak pihak yang
berharap agar Undang-Undang wakaf dapat berdampak positif bagi
perkembangan wakaf di Indonesia. Untuk itu Departemen Agama
seharusnya mengawasi secara ketat terhadap perubahan harta benda
wakaf agar eksistensinya dan keberadaanya di tengah-tengah masyarakat
tetap ada demi kemaslahatan masyarakat umum.*®

2. Skripsi karya Edy Purnomo (2102130) yang berjudul Resolusi
Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kantor Urusan Agama Kabupaten
Kendal membahas mengenai tinjauan hukum positif terhadap
penyelesaian sengketa wakaf di KUA Kabupaten Kendal.™

3. Skripsi karya Sarif Hidayah yang berjudul Efektifitas Pengawasan KUA
Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan
Ngaliyan). Skripsi ini mengkaji bagaimana efektifitas pengawasan KUA
dalam memperbaiki tata kelola benda wakaf guna menghindari sengketa
yang terjadi.?

4. Skripsi karya Agus Eko Setya Wibowo (05380025) yang berjudul
Tinjauan Hukum Is